BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelindungan hukum bagi kreditur yang selama ini terdapat dalam
kerangka hukum Indonesia telah diciptakan sedemikian rupa untuk mencapai
tujuan-tujuan ekonomi dengan mengakomodir hak dan kewajiban para pihak
yang turut serta dalam rangkaian aktivitas jaminan fidusia. UU JF sebagai
aturan induk yang menjangkau keseluruhan sistem jaminan fidusia telah
menjadi pedoman terhadap berbagai regulasi pelengkap sehingga terciptanya
pelindungan hukum yang seimbang, tanpa menitikberatkannya hanya pada satu
pihak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Putusan MK akan berdampak besar pada
perekonomian Indonesia mengingat peran lembaga pembiayaan yang begitu
penting dalam pembangunan ekonomi. Putusan tersebut setidaknya telah
mengabaikan hak-hak kreditur dalam memperoleh jaminan secara mudah dan
sederhana, serta dianggap sebagai jawaban solutif MK terhadap permasalahan
penarikan paksa yang marak terjadi. Perusahaan pembiayaan yang selama ini
telah menjadi andil dalam penyediaan pembiayaan bagi masyarat, Kkini
berpotensi untuk dipersulit hak nya oleh debitur-debitur yang hendak
memanfaatkan kondisi ini. Putusan MK patut disayangkan mengingat
pertimbangan hakim yang tidak mengupayakan penemuan hukum yang lebih
mendalam, terutama dalam mengungkapkan keberadaan UU JF dari kacamata
sejarah.

Terhadap masa depan Jaminan Fidusia dan Lembaga Parate Eksekusi,
Pemerintah dan DPR perlu bersama-sama mengupayakan sistem eksekusi yang
lebih efektif yang nantinya dapat diatur dalam RUU Jaminan Benda Bergerak.
Sistem eksekusi yang lebih efektif pertama-tama akan menciptakan

pelindungan hukum yang lebih pasti bagi kreditur maupun perusahaan
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pembiayaan. Kedua, sistem eksekusi yang efektik akan berdampak pada
perkembangan ekonomi sebagaimana kontribusi pembebanan terhadap jaminan

fidusia selama ini telah berlangsung.
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